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REPUBLIK INDONESIA
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INDONESIA’S FACT

Capital Jakarta

Official languages Indonesia

Spoken Languages Indonesian, Slang, 700 living local langauges

Government Republic

Total Provinces, distric/city 34 Provinces , 508 distric/cityI

Populations 266,794,980 (Mei, 2018)

Religions Muslim , Protestant , Roman Catholic, Hindu, Buddhist, other

Area Sea : 3.273.810 sq km
Land : 1,811,569 sq km
Water : 93,000 sq km

Ethnic Groups Javanese 40.1%, Sundanese 15.5%, Malay 3.7%, Batak 3.6%, Madurese 3%, Betawi 2.9%, 
Minangkabau 2.7%, Buginese 2.7%, Bantenese 2%, Banjarese 1.7%, Balinese 1.7%, 
Acehnese 1.4%, Dayak 1.4%, Sasak 1.3%, Chinese 1.2%, other 15% (2010 est.)
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JAVA

IRIAN JAYA

Motto: Bhinneka Tunggal Ika 
“Unity in Diversity”



ts_please@yahoo.co.id

NEGARA INDONESIA  IBARAT SEBUAH BAHTERA YANG BESAR

YANG MENGARUNGI SAMUDERA MAHA LUAS DENGAN GELOMBANG YANG GANAS

Kapal besar , dengan penumpang banyak,
Indah, nyaman dan tentu punya tujuan

Yang harus mengarungi samudera luas, 
gelombang yang ganas, badai dan 
tantangan lainnya



ts_please@yahoo.co.id

TIDAK BISA DENGAN CARA2 BIASA





HARUS MAMPU MERUBAH POLA PIKIR KITA



KITA HARUS BERUBAH

TAHUN 90 AN SAAT INI
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OTONOMI DAERAH
GLOBALISASI

REVOLUSI INDUSTRI 4.0
INDONESIA EMAS 2045



1. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANANPUBLIK

3. MENINGKATKAN DAYA SAINGDAERAH

URUSAN  

OTONOMI  

DAERAH

KDHDAN  

DPRD

PARTISIPASI
MASYARAKAT BINWAS

TATAKELOLA

PERANGKAT

DAERAH

ASN PADA  

PERANGKAT  

DAERAH

INSTRUMEN  

UNTUKMENCAPAI

TUJUAN OTONOMI DAERAH

(UU 23 Tahun 2014)

1
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Keberhasilan pencapaian Tujuan Otda sangat ditentukan oleh KDH, DPRD,

beserta perangkat Daerah dan ASN pada Perangkat Daerah.







PEMERINTAH SIAP MENUJU 

DIGITAL GOVERNMENT

Digitalisasi dalam administrasi publik mendorong pemerintah berinovasi

dalam penyediaan layanan khususnya smart city yang praktis, mudah

diakses serta bersifat online sehingga pemeri ntah dapat berinteraksi

dengan masyarakat

bpsdm.kemendagri.go.id



BIROKRASI 4.0

EFISIENSI

PELAYANAN

PERCEPATAN

PELAYANAN 01

02

FLEKSIBILITAS

KERJA 03

04
AKURASI

PELAYANAN

bpsdm.kemendagri.go.id



Dalam pemikiran Presiden
Joko Widodo, investasi
bukan hanya urusan
pembangunan
infrastruktur saja, tapi
ada yang lebih penting, 
yakni investasi sumber
daya manusia (SDM) 
untuk wujudkan visi besar
menuju Indonesia Emas
di 2045





INDONESIA EMAS TAHUN 2045
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DAYA SAING INDONESIA TINGKAT GLOBAL

Global Competitiveness Index (GCI) 2018 

yang dirilis World Economic Forum (WEF) 

pada 16 Oktober 2018 menempatkan indeks

daya saing Indonesia di peringkat 45 dari 140 

negara. Peringkat tersebut mengalami

perbaikan karena tahun sebelumnya

menduduki posisi 47.

bpsdm.kemendagri.go.id





• Indonesia menempati urutan ke-34 

dalam indeks daya saing global 

yang dipublikasikan oleh World 

Economic Forum (WEF). 

• Peringkat tersebut naik 4 tingkat

dibanding tahun lalu. 

• Menurut WEF, peningkatan terjadi

karena perbaikan Infrastruktur di 

Indonesia yang tercatat naik 5 

peringkat di bandingkan tahun lalu

dan naik 20 peringkat dibanding
posisi tahun 2011.

bpsdm.kemendagri.go.id



FAKTOR PENENTU DAYA SAING NASIONAL (PORTER, 2005)

ECONOMIC 

PERFORMANCE

BUSINESS 

EFFICIENCY

GOVERNMENT 

EFFICIENCY
INFRASTRUCTURE

• Keuangan public

• Kebijakan fiscal

• Kerangka Kerja

institusi

• UU Bisnis

• Kerangka Kerja

Sosial

• Produktivitas

• Pasar pekerja

• Keuangan

• Praktik manajemen

• Sikap dan nilai-nilai

• Infrakstruktur dasar

• Infrastruktur

teknologi

• Infrastruktur ilmiah

• Kesehatan dan

lingkungan

• Ekonomi domestic

• Perdagangan

internasiona

• Investasi

internasional

• Harga pekerjaan

bpsdm.kemendagri.go.id



• Masalah pungutan
• Pemogokan menurunkan

nilai investasi asing
• Modal kerja (sulitnya aliran

kredit)
• Meningkatnya biaya

operasi karena masalah
keamanan

• Tingginya tingkat konsentrasi dalam
perekonomian dan banyaknya
monopoli baik terselubung maupun
terang-terangan

• Lemahnya hubungan intra industry
• Masih kakunya BUMN sbg pemasok

input maupun sebagai kemajuan
teknologi

• Investor asing masih cenderung
pada orientasi pasar domestic dan
sasaran sebagian besar masih pada
pasar yang diproteksi

• Ekonomi biaya tinggi
• Meningkatnya nilai tukar riil

efektif rupiah (ekspor turun)
• Masih besarnya ketergantungan

pasar ekspor pada 3 negara utama
yaituL USA, JPG, dan SING.

• Keragaman ekspor yang masih
rendah

• Belum optimalnya pemberian
insentif dan fasilitasi, terutama
kepada ekportir dan menengan

• Lemahnya sistem jaringan dan
distribusi nasional

01 – PENGHAMBAT 
DAYA KOMPETISI

02 – PERMASALAHAN
STRUKTURAL

INDUSTRI INDONESIA

03 – PENURUNAN
KINERJA EKSPOR

• Hambatan dari munculnya
berbagai regulasi bai di pusat
maupun di daerah sebagai
dampak transisi pelaksanaan
otonomi daerah

• Masih lemahnya pengelolaan
sebagian besar daerah
tujuan wisata dan asset-asset
warisan budaya

• Belum efektfiknya
kelembagaan pengelolaan
pemasaran dan promosi
pariwisata terutama ke masy.
Internasional.

04 – DAYA TARIK 
PARIWISATA

PERMASALAHAN DAYA SAING

bpsdm.kemendagri.go.id
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Mendagri : Penghargaan Inovasi Daerah (IGA), Bukti
Bahwa Pemimpin Daerah Telah Bersinergi Positif

Filosofi inovasi kepada daerah diberikan untuk membuat daerah menjadi

Smart city and Smart Regional sebagai cikal bakal Pemerintah Indonesia 

yang Smart Government

Penghargaan IGA 2018 dianugerahkan kepada: 
• 3 pemerintah provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera 

Barat);
• 10 pemerintah kabupaten, dan 10 pemerintah kota, 2 

daerah tertinggal, dan 2 daerah perbatasan (Banyuwangi, 
Padang Pariaman, dan Gresik. Begitu juga dengan
pemerintah kota dengan nilai tertinggi diraih oleh Bandung, 
Makassar, dan Malang)

bpsdm.kemendagri.go.id
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AMANAT PRESIDEN JOKO WIDODO
FOKUS 2019 : INVESTASI SDM

33

1

2

3

PENINGKATAN AKSES DAN 
KUALITAS PENDIDIKAN

PEMBANGUNAN KARAKTER POSITIF

“Aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusianya. 
Karena itu, pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, 
tapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan
kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang 
mampu bersaing di dunia Internasional”

Pembangunan sumber daya manusia
menitikberatkan pada 3 Hal yaitu:

ada program komprehensif terkait karakter positif yang 
menyentuh pendidikan anak, bahkan sejak anak usia dini

Memperkuat pendidikan karakter dan budi
pekerti yang baik

MENDORONG link 
and match antara
INDUSTRI DENGAN 
PENDIDIKAN



KONDISI UMUM ASN



KONDISI UMUM ASN

bpsdm.kemendagri.go.id
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• Penerapan
e-government belum merata

• Belum IT mind it

• SDM Aparatur kurang Kompeten

• Budaya Kinerja belum terbangun

• Sistem remunerasi belum layak dan

berbasis kinerja
• Kualitas akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah masih rendah
• Integritas PNS yang masih rendah
• Pola pikir rule based
• Kualitas pelayanan publik masih rendah

• Lemahnya penegakan hukum
• Peraturan Per-UU overlapping

Organisasi gemuk, fragmented
dan tumpang tindih fungsi

POTRET UMUM BIROKRASI DI INDONESIA (SAAT INI)

HUKUM 

SDM dan

PELAYANAN

PENGGUNAAN IT

1 ORGANISASI

2

3

4





Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap 

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

berkaitan dengan aspek:



Pemerintah belum 
bersih, kurang akuntabel 
dan berkinerja rendah

Pemerintah belum 
efektif dan efisien

Pelayanan publik masih
buruk

Pemerintah yang bersih, 
akuntabel, dan berkinerja 
tinggi

Pemerintah yang efektif 
dan efisien

Pelayanan publik yang baik 
dan berkualitas

REFORMASI BIROKRASI

1





Kondisi Pengembangan SDM ASN Saat Ini

Hanya 10% ASN 
dengan jabatan JF 
Teknis (di luar guru 
dan tenaga medis) 

dibandingkan dengan
38% JF Umum/Admin 

dan 11% Struktural
(BKN, 2016)  

Tenaga Spesialis
Masih Terbatas

Ketidaksesuaian Antara
Potensi Daerah dengan

Kompetensi ASN Setempat

Program Pengembangan
Kompetensi Belum Sesuai

Kebutuhan Daerah

Tumpang Tindih
Pengembangan

Kompetensi

Hanya 0.06% ASN di 
Kalimantan dengan

latar belakang
perminyakan/pertamb
angan/geologi; hanya
0.1% ASN di Sulawesi 

berlatar belakang
perikanan (Bappenas

& Kemenpan RB, 2016)

Program pengembangan
kompetensi seperti diklat

cenderung membebani
anggaran daerah karena
tidak sesuai kebutuhan
kompetensi di daerah

sehingga tidak
bermanfaat signifikan
bagi pengembangan

potensi daerah

Terdapat beberapa
program pendidikan dan
pelatihan yang disinyalir

tumpang tindih
substansinya sehingga

membuat bingung
daerah dan semakin

membebani anggaran







KOMPETENSI 
TEKNIS

KOMPETENSI 
MANAJERIAL

KOMPETENSI 
PEMERINTAHAN

KOMPETENSI 
SOSIO KULTURAL

PASAL 233 UU NO 23 TH 2014:

PNS ASN yang menduduki jabatan

kepala perangkat daerah, selain harus

memenuhi persyaratan kompetensi: 

teknis, manajerial dan sosial kultural,  

harus pula memenuhi persyaratan

kompetensi pemerintahan. 

Ketentuan ini juga berlaku terhadap

pegawai aparatur sipil negara yang 

menduduki jabatan administrator di 

bawah kepala perangkat daerah dan

jabatan pengawas.

KOMPETENSI ASN
(UU NO 5 TH 2014; ASN &
UU NO 23 TH 2014: PEMDA

bpsdm.kemendagri.go.id
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BAGAIMANA KITA MERESPON 
PENGEMBANGAN SDM YANG BERDAYA SAING

Training Needs Analysis

Mendorong pemerintah daerah agar 

memprioritaskan untuk menyusun

Training Need Analysis (identifikasi

kebutuhan diklat) dalam menentukan

prioritas kebutuhan diklat

Inovasi

Senantiasa melakukan inovasi dalam

delivery method dan materi program 

pendidikan dan pelatihan

Koordinasi Lintas K/L/D

Koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L pusat

terkait (e.g. LAN, Kemenpanrb) dan Pemda dalam

penyusunan materi dan penyelenggaraan

pengembangan kompetensi SDM aparatur daerah

agar tidak terjadi tumpang tindih

Kebutuhan Daerah

Pengembangan kompetensi SDM 

Aparatur di daerah hendaknya

menyesuaikan dengan kebutuhan

pengembangan kompetensi di daerah

Potensi Unggulan

Perlu dipertimbangkan prioritas untuk

menyusun materi diklat yang sesuai

dengan pengembangan potensi

unggulan daerah

Kerja Sama Antar unit
Bekerja sama dengan UK lainnya di 

Kemendagri untuk penyusunan dan

penyempurnaan materi

RB









▸ Pendidikan & Pelatihan

▸ Kursus

▸ Penatran

▸ Seminar

▸ Lokakarya

▸ Bimtek

▸ Pembelajaran Elektronik

▸ Magang

▸ Pelatihan dalam jabatan

▸ Pembekalan/Orientasi

Tugas

▸ Pendalaman Tugas

51

J E N I S

P E N G E M B A N G A N

K O M P E T E N S I

Jenis Pengembangan Kompetensi



P E N G E M B

K O M P E T E N S I

U R U S A N  

P E M E R I N T H N

Laksanakan pengembangan 
kompetensi, baik dalam bentuk 
seminar, workshop, lokakarya, 

kursus, diseminasi, FGD, bimtek, 
e-learning atau diklat yang 
sesuai dengan kebutuhan 

daerah walau dalam kondisi 
anggaran terbatas



ORIENTASI TUGAS BAGI 

ANGGOTA DPRD

LSPDN – SERTIFIKASI

TALENT POOL

INTEGRASI DIKLATPIM DG 

DIKLAT PIMPEMDAGRI

LATSAR CPNS 

DIKLAT P2UPD, SATPOL 

DAN DAMKAR



Substansi materi pembelajaran yang sesuai
dengan kebutuhan/potensi daerah/visi misi 
daerah/inovatif dan antisipatif

Adanya dukungan anggaran untuk Provinsi sebesar
0,34% dari total belanja daerah dan untuk Kab/Kota 
adalah 0,16% dari total belanja daerah

ASN harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas
dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan
publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran
sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM APARATUR DI LINGKUNGAN 
KEMENDAGRI DAN PEMDA YANG RESPONSIF, ADAPTIF DAN ANTISIPATIF



Koordinasi dan kerjasama, fasilitasi dan sinergitas program 
pengembangan sdm aparatur antarkementerian/lpnk, antar-
pemerintah daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta 
lembaga diklat lainnya

Penerapan kebijakan satu pintu (one gate policy) dalam 
penyelenggaraan pengembangan kompetensi untuk 
menjamin kualitas program, sinergitas program serta 
mencegah inefisiensi anggaran program/kegiatan 
pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Penyusunan standar biaya masukan umum dan 
khusus (sbmu/k) sebagai acuan untuk 
perencanaan anggaran pengembangan sdm 
aparatur.

Pengalokasian anggaran untuk pengembangan 
SDM APARATUR minimal 20 JP per orang per 
tahun

HARAPAN DAN SOLUSI :

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM APARATUR 

DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI


